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ASPEK LEGAL PENANGANAN 
COVID-19



Dasar Hukum Penetapan 
Wabah COVID-19

• Permenkes No. HK.01.07/MENKES/
104/2020 tentang PENETAPAN 
INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS 
(INFEKSI 2019-nCoV) SEBAGAI 
PENYAKIT YANG DAPAT 
MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA 
PENANGGULANGANNYA tertanggal 14 
Februari 2020 

• KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang 
PENETAPAN KEDARURATAN 
KESEHATAN MASYARAKAT CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 
tertanggal 31 Maret 2020
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EMERGENCY

is a state in which normal procedures are 
suspended and extra-ordinary measures are taken 

in order to avert a disaster 
(WHO, 2002) 
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IJIN PRAKTIK
• Dokter/Dokter gigi tidak memerlukan 

Surat Izin Praktik (SIP) dalam rangka 
melakukan penanganan bencana 
atau pertolongan darurat 

(Pasal 7 Permenkes No.2052 tahun 
2011 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran) 

• Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi 
(STR)
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KEWENANGAN KLINIS
• Dalam rangka memberikan pertolongan 

pada keadaan gawat darurat guna 
penyelamatan nyawa, dokter atau dokter 
gigi dapat melakukan tindakan 
kedokteran atau kedokteran gigi di luar 
kewenangan klinisnya sesuai dengan 
kebutuhan medis.  

• Dilakukan dengan standar profesi 

(Pasal 22 Permenkes No.2052 tahun 2011 
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran)

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 
Indonesia Health Law Society



Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 
Indonesia Health Law Society



APD 
• Setiap dokter wajib menjalankan praktik sesuai 

dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur 
Operasional (UU No.29/2004 tentang Praktik 
Kedokteran)


• Pemerintah memberikan bantuan untuk 
perlindungan pekerja (UU No.36/2009 tentang 
Kesehatan)


• Pemakaian APD merupakan bagian dari 
kewaspadaan standar dan pengendalian risiko 
(Permenkes No.66/2016 tentang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja RS)


• Penggunaan APD terdapat pada PEDOMAN 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 
yang diterbitkan Kementerian Kesehatan
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FATWA ETIK 
• Fatwa Etik dan Kode Etik merupakan 

bagian dari STANDAR PROFESI

FATWA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN 
INDONESIA (MKEK) NO.015/PB/K.MKEK/03/2020 TENTANG 
ETIKA KEDOKTERAN, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN 
PENELITIAN DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19


• Poin 14 : Menghimbau tenaga medis yang termasuk populasi 
berisiko misalnya sedang hamil dan berusia lanjut, untuk 
sedapat mungkin menghindarkan diri dari potensi pajanan 
pasien terduga Covid-19. Hal ini dikecualikan apabila 
kepentingan melakukan pertolongan sangat mendesak, dan 
wajib menggunakan APD dengan baik.


• Poin 17 : Dalam situasi kelangkaan APD, maka berlaku prinsip 
keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai 
prioritas. Tenaga medis dan RS/Klinik dapat merujuk kasus 
yang diduga terinfeksi Covid-19 tersebut atau mencari solusi 
lain dengan tetap memprioritaskan perlindungan diri dan 
keselamatan diri tenaga medis dan tenaga kesehatan
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RESUSITASI
• Tindakan resusitasi sebagai 

tindakan darurat wajib dilakukan 
segera dengan tujuan life saving


• Standar tindakan resusitasi pada 
pasien suspek/positif Covid-19 
harus dengan APD


• Jika tidak dilengkapi APD, gugur 
kewajiban melakukan tindakan 
darurat segera. Hal ini tidak 
masuk dalam pelanggaran hukum 
maupun etik.
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PERSETUJUAN TINDAKAN 
(Informed Consent)

• Dalam keadaan darurat, untuk 
menyelamatkan jiwa/mencegah 
kecacatan tidak diperlukan 
persetujuan tindakan (informed 
consent)


Permenkes No.290/2008 tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran
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RAHASIA PASIEN
• Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka 

kepentingan umum (audit medis, ancaman KLB/
Wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk 
kepentingan negara, pendidikan, ancaman 
keselamatann orang lain secara individual atau 
masyarakat) dilakukan TANPA MEMBUKA 
IDENTITAS PASIEN (Permenkes No.36 tahun 2012 
tentang Rahasia Kedokteran)


• Fatwa MKEK : identitas pasien dapat dibuka sebatas 
inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, 
usia dan kronologi terbatas yang relevan penularan. 
Pengecualian pada pejabat publik dan tenaga medis 
untuk tujuan penghargaan dari dunia profesi dan 
negara.


• Sanksi : KUHP Pasal 322, Pasal 54 UU No.14/2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik
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Good Samaritan Law

A principle of Tort Law that provides that a person who see 
another individual in imminent and serious danger or peril 

cannot be charged with Negligence if that first person 
attempts to aid or rescue the injured party, provided the 

attempt is not made recklessly
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Terima Kasih


